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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai Kontraktor Perjanjian Karya

Pengusaha Batubara (PKP2B) Generasi Tiga. Perlakuan perpajakannya khususnya pengenaan PPN atas

penjualan dan pembelian batubara terjadi inkonsistensi di lapangan, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh

Dirjen Pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi ketentuan perpajakan sebagaimana yang tertuang

dalam PKP2B harus diaplikasikan secara lex specialis.

 

Penjualan atau pembelian batubara, seharusnya bukanlah barang kena pajak atau tidak dikenakan PPN, yang

oleh karenanya tidak menimbulkan adanya kredit pajak dan berimplikasi pada tidak adanya kompensasi

maupun restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak. Untuk lebih mengikat Wajib Pajak, Dirjen Pajak

perlu untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi terhadap persoalan inkonsistensi ini, misalkan dalam

bentuk Undang-undang, sehingga inkonsistensi  tidak lagi terjadi baik di tingkat Wajib Pajak maupun Dirjen

Pajak.

......This research covers the analysis of Value Added Tax (VAT) for The Third Generation of Coal

Corporation Agreement. The inconsistency in VAT imposition practice on Coal Trading is happened either

by Tax Payer or Directorate General of Taxation. The research showed that the tax provisions as contained

in  Coal Corporation Agreement should be applied in lex specialist. Coal trading should not classified as

taxable goods or subjected to VAT, therefore it would not cause the tax credit and the tax overpayment

would not cause tax compensation and restitution. To bind the Tax Payer, DGT needs to publish the

regulation for these inconsistencies, so this will not happen in the future, both in Tax Payer area and DGT

area.
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